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Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Penanganan
Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam (Studi BMT An-Nur Rewwin
Sidoarjo)”yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana penanganan
pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo? 2) Bagaimana analisis
hukum Islam terhadap pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo?
Data penelitian kualitatif ini dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi.
Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif
kualitatif yaitu mendeskripsikan gambaran umum mengenai pembiayaan musya>rakah
bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo terlebih dahulu, kemudian dianalisis
dengan konsep musya>rakah dalam kitab-kitab fiqih, dan fatwa DSN-MUI nomor
08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musya>rakah.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penanganan pembiayaan musya>rakah
bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo belum memenuhi prinsip syariah, karena
terdapat salah satu syarat dan rukunnya yang belum terpenuhi. Yakni, dalam Objek
Aqad pada bagian kerja yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak, namun di
BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo hanya dilakukan oleh sepihak, dan ketika terjadi
kerugian yang seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan porsi modal
yang diserahkan, akan tetapi pada praktiknya kerugian hanya dibebankan pada pihak
nasabah.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menaympaikan saran kepada BMT
An-Nur Rewwin hendaknya lebih konsisten dalam menerapkan akad Musyarakah
sebagai akad yang bersubstansikan kerjasama penyertaan modal dengan prinsip “untung
dibagi bersama dan rugi dipikul bersama”. Karena itu nasabah pembiayaan yang
usahanya mengalami kerugian mesti dikenali dulu penyebabnya sehingga dapat dipilah
mana nasabah yang wajib mengembalikan modal dan mana yang tidak wajib
mengembalikan modal dalam arti BMT An-Nur ikut menanggung kerugian usaha yang
rugi tersebut. Kepada nasabah BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo hendaknya memahami
bahwa pembiayaan dengan skema akad musyarakah itu bukan akad hutang (qardh),
tetapi akad kerjasama penyertaan modal. Karena itu modal penyertaan dari BMT harus
digunakan sesuai peruntukan yang disepakati dalam akad, usaha harus dijalankan
dengan sungguh-sungguh dan amanah, dan untung-rugi harus dicatat dengan cermat.
Dengan begitu prinsip “untung/rugi sama-sama” yang digariskan syariat dapat
diterapkan dengan semestinya.
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A. Latar Belakang Masalah
Perbankan dalam kehidupan suatu negara modern saat ini, menjadi skala
prioritas roda ekonomi nagi kehidupan masyarakat dan sebagai salah satu agen
pembangunan (agen of development). Hal ini dikarenakan sebagai fungsi utama
perbankan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan
pinjam dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau
pembiayaan. Fungsi ini lazim disebut sebagai intermediasi (fIna>ncial
intermediary function).
Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat.
Semakin banyakanya ini merupakan bentuk kepedulian lembaga keuangan
kepada masyarakat, dimana hal nya lembaga keuangan syari’ah seperti bank
namun berbasis syariah yang menerapkan prinsip tolong menolong dan tidak
berorientasi hanya berbisnis saja. Hal ini menyebabkan banyak pihak ingin
mengetahui apa perbedaan-perbedaan yang mendasar antara Lembaga
Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, salah satu
perbedaan yang sering dikemukakan oleh para ahli ialah, Lembaga Keuangan
syariah harus underlying transaction yang jelas, sehingga tidak boleh
mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, tanpa ada alas transaksi, seperti
 
































jual beli yang menimbulkan margin, sewa-menyewa yang akan menimbulkan
fee dan penyertaan modal yang memperoleh bagi hasil.1
Pada dasarnya lembaga keuangan syariah merupakan merupakan lembaga
keuangan yang dalam oprasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syari’at Islam
yang bersumber pada Al-qur’an dan Hadist. Prinsip-prinsip tersebut tidak
terlepas dari koridor sistem Ekonomi Islam yang berlandaskan pada kemitraan,
keadilan, transparasi dan keuniversalan.2 Perkembangan ini tentunya harus
didukung oleh sumber daya insan yang memadai, baik dari segi kualitas
maupun kwitansinya. Tetapi, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih
banyak sumber daya insan yang saat ini terlibat di institusi syari’ah tidak
memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic Banking.
Tentunya kondisi ini cukup signifikan memengaruhi produktivitas dan
profesionalisme.3
Pada saat ini yang menjadi pusat perhatian bagi masyarakat, lembaga
keuangan syariah yang non bank misalnya, khususnya di daerah Jawa Timur
yang sering dijumpai. Dengan adanya BMT masyarakat merasa terbantu jika
akan mendirikan usaha. BMT ialah Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul
ma>l wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroprasi
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul ma>l wat tamwil (BMT) ialah balai
1 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), 1.
2 Amir Mahcmud, Ekonomi Islam Untuk Dunia Lebih Baik, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 196.
3 Adiwarman, A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014), 27.
 
































usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan kegiatan mengembangkan usaha-
usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi
pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang
pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa
menerima titipan zakat, infak, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan
peraturan dan amanatnya.4
Pada implementasinya sebelum melakukan transaksi pembiayaan, pihak
BMT dan nasabah membuat kesepakatan yang tertuang dalam akad
pembiayaan, baik itu pembiayaan muraba<hah maupun musya>rakah. Dalam
Hukum Islam seseorang diwajibkan menghormati dan mematuhi setiap
perjanjian yang sudah disepakati atau sudah dipercayakan kepadanya,
sebagaimana firman Allah:
Dalam (Q.S. Al-Anfal (8): 27)
  䁞   䁞  䁓櫕  Ƕ É 䁓      Ƕ   櫕        
 䁞  䁞  ⺂    ¾䁞  É Ǉ    É  
 䁞  䁞  ⺂  ම  䁞 È     É   ÉǇ 
   Ȁ䁓     ම
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghiananti
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu
mengetahui”.
Semakin berkembangnya lembaga keuangan syari’ah tidak terlepas dari
beberapa masalah yang dapat menghambat perkembangannya yaitu,
Ketersediaan produk dan standarisasi produk lembaga syari’ah, dikarenakan
dalam praktiknya selama ini masih banyak yang belum menjalankan sesuai
prinsip syari’ah. Sedangkan standarisasi ini diperlukan dengan alasan industri
4 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2009), 452.
 
































lembaga syari’ah memiliki perbedaan dengan lembaga konvensional. Serta
tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk lembaga keuangan syari’ah
hingga saat ini masih sedikit yang memahami. Mengenai sumber daya manusia
(SDM). Ialah masalah yang sering terjadi ialah pihak lembaga kesulitan mencari
SDM yang berkompeten dan mumpuni untuk melakukan pembiayaan di
lembaga keuangan syari’ah.
Selanjutnya dari faktor eksternal juga sangat mempengaruhi, dari pihak
nasabah yang mengalami kondisi penurunan keuangan, usaha yang dijalankan
oleh nasabah tidak stabil, atau bisa jadi faktor kesengajaan dalam pembayaran
yang tidak tepat waktu sehingga terjadinya wanprestasi. Sedangkan dalam
hukum islam, seharusnya dalam akad pembiayaan para pihak wajib
melaksanakan akad sesuai ketentuan. Oleh karena itu untuk kepastian
pembayaran kembali modal pembiayaan dan laba/keuntungan yang akan
diperoleh pihak bank, maka perlu adanya jaminann, dapat berupa sertifikat
tanah, rekening giro wadiah, atau tabungan muraba<hah yang atas nama nasabah,
surat-surat berharga dan surat penting lainnya.5
Faktor internal yaitu dari pihak lembaga itu sendiri, disebabkan kelalaian,
Setiap pembiayaan pihak debitur harus mengawasi bagaimana perkembangan
usaha yang dijalankan partner tersebut, sehingga debitur dapat memastikan
5 Muhammad Gufron, Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, (Surabaya: UIN Sunan
Ampel Press, 2014), 51.
 
































menerima pengembalian investasi awal yang diberikan beserta keuntungan yang
diperoleh.6
Sedangkan dampak negatif yang dialami oleh lembaga keuangan syari’ah
jauh lebih serius, karena selain dana yang disalurkan untuk pembiayaan berasal
dari masyarakat, pembiayaan macet juga mengakibatkan lembaga keuangan
syari’ah kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha lembaga
tersebut. Dalam melakukan pembiayaan juga harus dipenuhi rukun dan syara
antara lain: Ucapan (sighah) penawaran dan penerimaan (ija>b dan qabu>l), pihak
yang berkontrak, objek kesepakatan berupa modal. Adapun juga prinsip syari’ah
menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah
menentukan dengan tegas bahwa bank syari’ah dilarang melakukan kegiatan
usaha yang bertentangan dengan prinsipn syari’ah dan nasabah tidak boleh
berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip
syari’ah.7
Faktor yang sering terjadi pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan
syariah, maupun di BMT antara lain, kelemahan dari mitra kerja yang dapat
disebabkan Itikad atau kriteria mitra yang kurang baik, menurunnya usaha
mitra kerja sehingga menurunnya kemampuan untuk membayar angsuran,
selanjutnya kelemahan dari pihak lembaga keuangan yang kurang mempuan
dalam mengelola, sehingga terjadi kesalahan analisisdalam pemberian
6 Naf’an, Pembiayaan Mudharabah danmusha>rakah, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 112.
7 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syari’ah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta :
Prenadamedia Group, 2014),127.
 
































pembiayaan, kurang efektifnya koprasi dalam membina mitra kerja atau
debiturnya.
Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam,
karena untuk memperoleh kepercayaan ditengah-tengah maraknya persaingan
lembaga keuangan syariah yang saat ini berkembang pesat, khususnya di BMT.
Maka dengan ini penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul
“Penanganan Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam (Studi BMT
An-Nur Rewwin Sidoarjo”.
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang
dapat di identifikasi sebagai berikut:
1. Problem ketersediaan produk dan standarisasi produk di lembaga keuangan
syari’ah
2. Pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah dan non syariah
3. Sumber daya manusia yang kurang berkompeten dan mumpuni di lembaga
keuangan syariah
4. Praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo
5. Analisis hukum Islam terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT
An-Nur Rewwin Sidoarjo
 
































Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu di perjelas batasan-
batasan yang akan dikaji dalam penelitian, maka penulis membatasi
permasalahan yang akan dibahas:
1. Praktik penangan pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin
Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di
BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik penanganan pembiayaan musha>rakah bermaslah di BMT
An-Nur Rewwin Sidoarjo ?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap praktik penanganan pembiayaan
musha>rakah bermaslah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo ?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka ini diperlukan untuk membedakan penelitian penulis
dengan hasil penelitian-penelitian yang sebelumnya.
Penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:
Pertama, Skripsi yang ditulis oleh, Aqidatul Izza yang berjudul “Stategi
Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan (Studi
Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo)” tahun
 
































2018, yang membahas Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang
diterapkan adalah memberikan tambahan waktu kepada anggota yang
bermasalah. Apabila strategi belum optimal penerapanya, maka pihak BMT
Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo melaukan strategi trakhir,
yaitu melakukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).8
Kedua, skripsi yang ditulis oleh, Siti Faridah yang berjudul “Analisis
Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT NU Sejahtera cabang
Kendal” tahun 2015 tentang pembiayaan murabahah didasarkan pada analisis
6C, dan pengawasan pembiayaan murabahah sebagai upaya meminimalkan
pembiayaan bermasalah serta membahas faktor-faktor yang menyebabkan
pembiayaan bermasalah dan analisis penanganan pembiayaan muraba<hah
bermasalah di BMT NU Sejahtera.9
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh, Munaji Najih yang berjudul “Proses
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat warga Bantul,
dalam prespektif Hukum Islam” tahun 2006, tentang upaya penyelamatan dan
pembiayaan yang mengalami permasalahan haruslah didasarkan pada konteks
Syariah, yaitu sesuai dengan apa yang sudah di akadkan sebelum melakukan
transaksi pembiayaan, baik berupa pembiayaan muraba<hah , musha>rakah dan
ijarah.10
8 Aqidatul Izza, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT
UGT Sidogiri Cabang Pembantu Sidoarjo, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
9 Siti Faridah, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT NU Sejahtera cabang
Kendal”, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2015).
10 Munaji Najih, “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat warga Bantul”,
dalam prespektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Skripsi UIN SUKA, 2006).
 
































Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas adalah
penulis akan lebih memfokuskan untuk membahas tentang penanganan
pembiayaan musha>rakah bermasalah. Dari praktik pembiayaan musha>rakah
bermasalah tersebut penulis menganalisis dari hukum islam dengan judul
“Penanganan Pembiayaan Bermasalah Prespektif Hukum Islam (Studi BMT An-
Nur Rewwin Sidoarjo).”
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penelitian
yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT An-
Nur Rewwin Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap praktik penanganan
pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Sebagaimana lazimnya suatu penelitian atau karya ilmiah yang tentu
memiliki kegunaan masing-masing, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat
antara lain:
1. Kegunaan secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khususnya bagi
mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Muammalah sebagai bahan
kajian lebih lanjut masalah penanganan pembiayaan bermasalah.
 
































2. Kegunaan secara praktis
Dapat membantu memberikan pemahamann tentang masyarakat
mengenai permasalahan yang ada pada BMT dan menjadi bahan
pertimbangan bagi pihak BMT dalam menyelesaikan pembiayaan
bermasalah.
F. Definisi Operasional
Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian maka perlu dijelasakan
terlebih dahulu dari beberapa kata kunci yang ada dalam judul diatas ialah:
Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan
yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, tentang
akad musha>rakah.11
Pembiayaan musha>rakah : kerjasama yang terjadi diantara para pemilik
dana untuk menggabungkan modal, melalu
usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam
suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil
ditentukan sesuai dengan kesepakatan.12
Penanganan pembiayaan
bermasalah
: proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh
lembaga pembiayaan seperti bank syariah
maupun lembaga keuangan syariah yang dalam
11 Bambang Subandi, Studi Hukum Islam, (IAIN Sunan Ampel Press:2012), 44.
12 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 106.
 
































pembayaran pembiayaan oleh nasabah yang
tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak
memenuhui persyaratan, serta pembiayaan
tersebut tidak menepati jadwal angsuran.13
E. Metode Penelitian
Metode penelitian ini bertitik tolak dari keinginan untuk menyajikan
informasi keilmuan yang dibangun pada wawasan dan prosedur pengembangan
ilmiah tertentu, maka dilakuksn secara bertahap dengan cara mengkomodasi
segala data yang terkait:
1. Jenis penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif yang bersifat diskiptif, karena metode ini dapat menghubungkan
peneliti dan responden secara langsung. Dengan menggunakan penelitian
lapangan yang bisa mengfokuskan pada kasus yang terjadi. Teknik untuk
mendapatkan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.
2. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang dapat
dikumpulkan adalah:
a. Profil umum tentang BMT
13 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2010), 31.
 
































b. Data tentang jumlah pembiayan yang bermasalah di BMT An-Nur
Rewwin Sidoarjo
c. Data tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur
Rewwin Sidoarjo.
d. Data tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada pihak BMT An-
Nur Rewwin Sidoarjo
3. Sumber Data
Sumber data yang berkaitan dengan masalah di atas meliputi:
a. Sumber primer
Sumber adalah subjek dari sumber data yang diperoleh dari tempat,
orang, maupun benda yang memberikan suatu data yang digunakan
peneliti untuk menyusun suatu data.14 Data ini diperoleh penulis secara
langsung melalui wawancara kepada para pihak yang terlibat antara lain
H. Gunung Rijadi selaku General Manager, Nur Kholis selaku Marketing
Manager dan tiga nasabah.
b. Sumber Sekunder
Sumber data ialah yang tidak memberikan informasi secara
langsung pada pengumpulan data seperti melalui dokumen, orang lain,
dan lain-lain.15 Sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi
14 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
15 Andi Prastowo,Metodeologi Penelitian Kualitatif, ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.
 
































informasi tentang bahan primer.16 Adapun sumber literatur yang penulis
gunakan mengenai kredit macet, pemecahan masalah hukum ekonomi dan
bisnis, penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syari’ah dan juga
sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah tahap yang dilakukan setelah analisis
masalah serta tahap penentuan metodologi penelitian berhasil dilaksanakan.
Selain itu tahap pengumpulan data dilalui setelah proses penentuan teknik
dan perumusan instrumen pengumpulan data yang digunakan penelitian yang
selesai dilakukan.17 Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam
penelitian penulis sebagai berikut:
a. Wawancara
Teknik wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada
suatu masalah tertentu: ialah proses tanya jawab, dimana ada dua orang
atau lebih secara berhadapan langsung secara fisik.18 Data yang diperoleh
peneliti dari wawancara tersebut terkait dengan faktor penyebab
pembiayaan bermasalah, dan penanganan pembiayaan bermasalah.
b. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data-
data kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta terkait objek yang akan
16 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Prakttek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.
17 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2014), 176.
18 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
 
































diteliti.19 Dalam hal ini data yang diperoleh adalah data nasabah yang
mengalami pembiayaan bermasalah, dan penanganan pembiayaan
bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
5. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ialah:
a. Editing
Editing yaitu teknik pengoreksian data telah dikumpulkan. Penulis
menggunakan teknik ini untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan
kejelasan makna serta relevansinya dengan permasalahan dari data satu sama
lain dalam penelitian. Selanjutnya, data yang belum bisa dibaca dilakukan
penerjemahan agar mudah dipahami. Dalam hal ini peneliti akan melakukan
editing terhadap data dan dokumen terkait pembiayaan bermasalah dan hasil
wawncara yang dilakukan kepada para pihak di BMT An-Nur Rewwin
Sidoarjo yang terkait dengan penelitian ini.
b. Organizing
Organizing ialah teknik penyusunan yang di peroleh dari awal samapai
akhir hingga tersusun sistematis. Adapun teknik yang digunakan dalam
penelitian ini, ialah menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Dalam
hal ini peneliti akan menyusun data yang diperoleh berupa data hasil dari
wawancara terkait objek yang diteliti secara sistematis.
6. Teknik Analisis Data
19 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum…. 253.
 
































Analisis data ialah sebagai upaya yang tersedia kemudian diolah secara
statistik sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam
penelitian. Dalam menganalisi data, penulis menggunakan teknik analisis data
deskriptif kualitatif, yang lebih memfokuskan pada data yang sudah di himpun.
Dalam hal ini yang akan dianalisis penulis ialah praktik penanganan
pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Kemudian
dikembangkan dengan pola pikir induktif yaitu, cara penyajian dimulai dari
fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan terakhir diambil kesimpulan
yang bersifat umum.
F. Sistematika Pembahasan
Agar penulisan dalam penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang
sistematis, maka penulis membagi menjadi lima bab dalam penulisan ini yang
sistematikanya sebagai berikut:
Bab pertama membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi
masalah, rumusan masalah, kajian pusataka, tujuan penelitian, definisi
oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab kedua berisi tentang konsep musya>rakah dan ta’zir menurut Hukum
Islam yaitu meliputi: pengertian, landasan hukum, rukun-rukun, dan syarat-
syarat.
Bab ketiga membahas tentang temuan studi di BMT An-Nur Rewwin
Sidoarjo mencakup profil, data jumlah pembiayaan yang bermasalah, faktor-
 
































faktor penyebab pembiayaan bermasalah, data tentang penanganan pembiayaan
bermasalah.
Bab keempat merupakan Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Perspektif Hukum Islam (Studi BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo). Analisis ini
meliputi bagaima penyebab pembiayaan bermasalah, serta penanganan
pembiayaan bermasalah dari kasus tersebut.
Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang
di dalamnya terdapat semua rumusan masalah dan juga berisi saran.
 

































MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Akad Musya>rakah
Musya>rakah atau shirkah dalam bahasa arab adalah sharika yang artinya
serikat atau sekutu. Secara terminologi, ataupun para ahli fiqh memberikan
definisi yang beragam, tetapi secara substansi yaitu kerjasama atau usaha atara
dua pihak atau lebih untuk menjalakan suatu usaha tertentu, dimana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatam bahwa keuntungan dan
resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Adapun makna menurut
syariat, shirkah adalah suatu akad dari dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk
mendirikan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.20
Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musha>rakah ditetapkan pada No.
08/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pembiayaan musya>rakah adalah
pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara pihak satu atau lebih untuk
mendirikan suatu usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan
kesepakatan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional yang telah disepakati
dan risiko kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut
saham masing-masing dalam modal.21
20 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 210.
21 Maulana Hasanudin, Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: Kencana, 2012).
 
































Menurut Bank indonesia, musya>rakah adalah akad kerjasama antara dua
pihak atau lebih untuk mendirikan hasil usaha produktif. Pendapatan atau
keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang disepakati.22 Secara etimologis,
musya>rakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat yang berarti kerja
sama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership.23
Sedangkan shirkah secara terminologi (istilah), para fuqaha mempunyai
definisi yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya:
1. Menurut Madzab Ma>liki, shirkah adalah izin bertindak secara hukum bagi
kedua belah pihak yang bekerjasama terhadap harta mereka. Yaitu salah satu
pihak dari mereka melakukan perserikatan kepada pihak lain untuk melakukan
perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang
dimiliki dua orang atau lebih.24
2. Menurut Madzab Sha>fi’i>, shirkah adalah tetapnya hak pada sesuatu yang
dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara kolektif.25
Definisi ini mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi shirkah
adalah transaksi antara dua pihak atau lebih untuk menjalin kerjasama pada
suatu usaha, dimana masing-masing memberikan kontribusi modal dan
bersekutu dalam keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
22 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 190.
23 Mardani, Hukum Bisnis Syari’ah, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 142.
24 Wahbah Zulkhaili, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodya al-Mu’asirah (Damshik: Dar al-Fikr,
2010), 588.
25 Wahbah Zulkhaili, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa all-Qodya al-Mu’asirah, 588.
 
































3. Menurut Madzab H{ana>fi, shirkah adalah akad anatara dua orang yang berserikat
pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
Definisi ini juga memberikan penjelasan secara terminologi shirkah sebagai
salah satu bentuk akad (perserikatan) kerjasama antara dua orang atau lebih,
dalam menghimpun harta untuk mendirikan suatu usaha tertentu dengan
pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.26
4. Menurut Madzab H{anba>li>, shirkah adalah persekutuan dalam mendapatkan hak
dan tindakan hukum.27 musya>rakah adalah perhimpunan hak-hak atau
pengelolaan harta kekayaan. Menurut definisi, shirkah merupakan badan usaha
yang dikelola oleh banyak orang, setiap orang memiliki hak-hak tertentu sesuai
peran dan fungsinya dalam mengelola harta yang dimiliki.28
B. Dasar Hukum Musha>rakah
Musya>rakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur’an,
sunnah, dan ijma’ dan logika.29
1. Al-Qur’an
a. Surat al-Maidah ayat 1, yaitu:
  r䁞  䁓    䁓     Ƕ     䁞 Ȉ  Ȅ 䁞  䁓É 䁓 
    Éම ⺂  䇆 
  䁓       ƨ     Ȉ  Ƕ   Ǉ  ƪÉ䁞  Ǵ  
 ꫸   䁞  
  Ǉ     䁞 É       䁞 È     É   ÉǇ 
   Ȁ䁓     ම
 ƾ      
    Ƕ       É  
É  ⺂  ꫸  䇆   Ǵ  Ƕ É 䁓    
 ƾ  ÉÈǇ 
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan
ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu,
26 Al-Sayyid Sabiiq, Fiqh Al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 353.
27 Wahbah al-Zuhaili Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodya al-Mu’asirah, 587.
28 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, 354.
29 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Ensiklopedia Fiqh
Muammalah dalam Pandangan 4 Madzab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 262-263.
 
































dengan tidak menghalakan berburu ketika kamu sedang berihram
(haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai
dengan yang Dia kehendaki”. (Q.S. al-Maidah:1).30
b. Dalam surat As-Sad ayat 24, yaitu:
 ©   È ÉÈǇ   䁞 䁞    Ȉ    䁞 È     É   ÉǇ 






Artinya : “Dan sesungguhnya memang banyak diantara orang-orang yang
bersekutu itu berbuat dzalim kepada orang lain, kecuali orang-
orang beriman dan mengerjakan kebajikan” (Q.S. Sad:24).31
2. Hadits
Rasulullah bersabda:
 É    ƪ 㘮    ⺂       Ǵ        ƾ Ǵ  
    ⺂      É       Ǵ
         ƾ Ǵ    É         
           ÉśǇ   Ʈ Ǉ  ǳ     
                   ÉśǇ  䇆   㘮        È   䁓 
Artinya: “Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama
selama keduanya tidak berkhianat, maka aku akan keluar dari
keduanya dan penggantinya adalah syetan”. (HR. Abu Daud)32
Berdasarkan dasar hukum Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW
bahwa syirkah merupakan transaksi yang sangat penting sehingga Allah
SWT sendiri yang menjamin untuk membantu keberhasilan transaksi
tersebut. Tangan kekuasaan Allah akan selalu melindungi dan menjaga
persekutuan dagang yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi
30 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,
2012), 107.
31 Ibid, 650.
32 Abu Dawud, “Sunan Abu Dawud”, Hadith no. 2936, Kitab: Al-Buyu’, Bab: ash-Shirkah dalam
Mausu’ah al-Hadith ash-Sharif, (Beirut: Maktab Ad-Dirasat Wal-Buhuts Fi Darrul Fikr, 1991), 238
 
































syirkah. Semua itu merupakan motivasi yang kuat bagi kaum muslimin
untuk semakin meningkat transaksi syirkah.33
33 Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,… 145.
 

































Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata “kaum muslimin
telah berkonsensus terhadap legitimasi musya>rakah secara global walaupun
terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elememen”
C. Rukun dan Syarat Musya>rakah
Rukun dari akad musya>rakah, antara lain:
1. Ija>b qabu>l (sighat)
ija>b qabu>l harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan
memperhatikan hal-hal berikut :
a. Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad
b. Penerimaan penawaran dilakukan pada saat kontrak
c. Akad dituangkan secara tertulis
2. Pihak yang berserikat
a. Kompeten
b. Menyediakan usaha sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/ proyek usaha
c. Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau
memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya
d. Tidak diizinkan untuk menggunakan dana untuk kepentingan sendiri
 


































1) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal
tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai
atau disepakati oleh masing-masing mitra
2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain
3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus mitra angunan, akan tetapi
untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenakan
meminta angunan dari nasabah
b. Kerja
1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang
tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra
lainnya untuk mengelola usahanya
2) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak
c. Keuntungan/ kerugian
1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasi
2) Pembagian keuangan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila maka
kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mityra berdasarkan porsi
modal yang diserahkan
Adapun yang menjadi syarat musya>rakah adalah sebagai berikut:
a. Perserikatan merupakan transaksi yang mengandung substansi
kebolehan untuk bertindak sebagai pinjaman atau wakil, artinya salah
 
































satu pihak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum terhadap
objek perserikatan atas izin pihak lain yang dianggap sebagai wakil
seluruh pihak yang berserikat.
b. Masing-masing anggota bertanggung jawab atas resiko yang
diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan
atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan
musya>rakah.
c. Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak
dijelaskan secara tertentu ketika akad berlangsung.
d. Seluruh anggota bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan
oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu
anggotanya atas dasar persetujuan anggota syirkah yang lainnya.
e. Keuntungan diambil dari hasil laba objek perserikatan, bukan dari
harta lainnya.
f. Kerugian dibagi secara proporsional.34
D. Macam-macam Syirkah
Secara garis besar syirkah terbagi menjadi 2 bagian:
1. Syirkah Al-Amlak
2. Syirkah Al-‘Uqud.35
a. Syirkah Al-amlak (syirkah milik) adalah ibarat dua orang atau lebih
memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad baik bersifat
34 Saiful Jazil, Fiqh Muammalah, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 142.
35 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muammalat, (Jakarta:Amzah, 2012), 212.
 
































jaba<ri atau ikhtia>ri.36 Artinya barang tersebut dimiliki oleh dua orang
maupun lebih tanpa di dahului adanya akad. Hak kepemilikan tanpa
akaditu dapat disebabkan oleh dua sebab :
1) Jaba<ri atau syirkah jaba<ri yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih
dalam pemilikan suatu benda secara paksa bukan keingIna>n orang
yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih
tanpa dikehendaki oleh mereka.37
2) Ikhtia>ri atau disebut syirkah amlak ikhtia>ri yaitu suatu bentuk
kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang
berserikat.38
b. Syirkah Al-‘Uqud musya>rakah (contractual partnership), dapat dianggap
sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang
bersangkutan secara sukarela untuk membuat suatu perjanjian investasi
bersama dan berbagi keuntungan dan risiko.39
Syirkah al-‘Uqud dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:
c. Syirkah Mufa>wad}ah
Adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yamg masing-masing
pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan
36 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr,), 932
37 Hendi Suhendi, Fiqh Muammalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 130
38 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muammalat,… 344.
39 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), 331
 
































bagi hasil atas usaha atau risiko dan ditanggung bersama dengan jumlah
sama.40
d. Syirkah Ina>n
Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang
masing-masing mitra kerja harus menyerahkan modal yang porsinya
tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan,
tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam
syirkah Ina>n, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal
dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau
kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.41
e. Syirkah Al-‘Ama>l
Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima
pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap proyek atau
kerjasama, dua orang penjahit menerima pesanan seragam kantor
proyek tersebut. musya>rakah ini kadang disebut dengan syirkah abdan
atau sana’i.42
f. Syirkah al-Wuju}h
Yaitu perserikatan tanpa modal. Maksutnya dua orang atau lebih
membeli suatu barang tanpa modal. Yang terjadi adalah hanya
40 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), 332.
41 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 177-178.
42 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 50.
 
































berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang kepada
mereka. Syirkah Wuju}h ini adalah syirkah tanggumg jawab yang tanpa
kerja modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama
sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya
dengan harga tunai, syirkah semacam ini mirip dengan makelar. Yang
bersifat membeli barang dengan cara kredit kemudian dijual dengan
cara tunai dan keuntugannya dibagi bersama.43
E. Skema Pembiayaan musya>rakah 44
43 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 93.











































Ketentuan pembiayaan musya>rakah, yaitu :
1. Nasabah (Mudharib/pengelola) mengajukan proposal ber-kaitan dengan
usaha yang akan dijalankan kepada pihak bank karena dirinya (nasabah)
tidak mempunyai modal penuh
2. Proposal ajuan pihak nasabah terkait dengan pembiayaan modal kerja untuk
proyek/usaha pengadaan barang dilengkapi dengan persyaratan yang
ditentukan.
3. Selanjutnya, bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Jika dinilai
layak untuk dibiayai maka bank memberikan persetujuan prinsip
pembiayaan kepada calon nasabah.
4. Setelah negoisasi dan kesepakatan, kedua belah pihak melakukan perjanjian
pembiayaan dengan prinsip musya>rakah.
5. Bank membiayai sebagian kebutuhan proyek/usaha, sebagian lagi dibiayai
oleh nasabah sendiri.
6. Nasabah sebagai pengelola usaha dan pemilik dana.
7. Pengembalian modal dan distribusi keuntungan dapat dilakukan secara
angsuran.
8. Distribusi tingkat keuntungan untuk bank syariah sebesar nisbah yang
sudah ditentukan pada akad.
9. Distribusi tingkat keuntungan untuk nasabah sebesar nisbah yang telah
ditentukan pada akad awal.
 
































10. Pengembalian modal bank dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan.
Pengembalian pokok dapat dilakukan secara bertahap sesuai cashflow
nasabah.
Semua modal disatukan untuk dijadikan modal usaha musya>rakah dan
dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam
menentukan kebijakan usaha yang dilakukan oleh pelaksana proyek/usaha.
Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musya>rakah tidak
diperbolehkan melakukan tindakan seperti:45
a. Menggabungkan uang usaha dengan uang pribadi
b. Menjalakan usaha musya>rakah dengan pihak lain tanpa seizin pemilik
modal lainnya
c. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan
oleh pihak lain
d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik
diri sendiri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap
hukum
e. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek
harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan
porsikontribusi modal
45 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 193
 
































f. Proyek yang akan dijalankan harus dijelaskan dalam akad. Setelah
proyek atau usaha selesai, nasabah harus mengembalikan dana tersebut
bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk oleh bank.
F. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Musya>rakah
a. Manfaat dari pembiayaan musya>rakah ini, di antaraya sebagai berikut:
1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat
keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada
nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan
pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah
mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau
arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hatimencari usaha yang benar-
benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan
yang riil itu yang akan dibagikan
5. Prinsip bagi hasil dalam mud}a>rabah atau musya>rakah ini berbeda
dengan prinsip bunga tetap di aman bank akan menagih penerima
pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun
keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, bahkan sekalipun merugi
dan terjadi krisis ekonomi.46
46 Ismail, Perbankan Syariah…, 179
 

































Resiko yang terdapat pada musya>rakah, terutama pada
penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:
1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang
dijelaskan pada awal kontrak.
2) Kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah
3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak
junjur.47
G. Pembiayaan Bermasalah
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah secara teknis ialah suatu hal yang familiar
dikalangan perbankan terhadap upaya-upaya yang dilakukan bank dalam
mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan menurut istilah adalah
upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar
dapat menyelesaikan kewajibannya.
Dalam berbagai peraturan yang telah diterbitkan Bank Indonesia tidak
dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah Non
Perfoming FIna>ncings (NPFs)untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah
Non Perfoming Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai perturan-
peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam statistik
perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank
47 Antonio Syafi’i, Bank Islam Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, cet. III, 2009), 101.
 
































Indonesia dapat dijumpai istilah Non Perfoming FInance (NPFs) yang
diartikan sebagai “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai
dengan macet”.
Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya
(performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya
menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan
bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank , sudah tentu
mengurangi pendapatan, membesarnya biaya pendapatan, biaya
pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Pengahapusan Aktiva Produktif),
sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap
pembagunan dan pertumbuhan ekonomi.48
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah
adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar,
diragukan, dan macet. Atau suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak
sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank
sebagaimana yang telah diperjanjikan.
Ada beberapa arti dalam pembiayaan bermasalah diantaranya sebagai
berikut:
a) Pembiayaan tidak lancar
b) Pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang
dijanjikian
48 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalahdi Bank Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), 66.
 
































c) Pembiayaan yang ridak menepati jadwal angsuran
d) Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan
e) Pembiayaan yang memiliki potensi nunggak dalam satu waktu
tertentu49
Pembiayaan yang tidak lancar maksutnya adalah pembiayaan yang tidak
terdapat tunggakan pokok, kalaupun ada tunggakan angsuran pokok tetapi
tidak melampaui satu bulan. Ada lagi kurang lancar maksutnya terdapat
tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan tetapi belum
melapaui dua bulan. Ada juga macet maksutnya belum ada pelunasan dan
penyelesaiannya diserahkan kepada pihak lain.
Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan
kolekbilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
23/68/KEP/DIR tentang penggolongan Kolekbilitas Aktiva Produktif dan
Pembentukan Cadangan Atas Aktiva.
Penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari Pasal 4 Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12
November 1998, yaitu sebagai berikut:
a) Lancar
b) Dalam perhatian khusus
c) Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
49 http://pandidikan.blogspot.com/2011/06/pembiayaan-bermasalah-dan-ruang.html, diunduh pada tanggal
2 April 2020.
 
































d) Diragukan macet, Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai
sebagai kredit yang performing loan, sedangkan kredit yang masuk
golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredi non
perorming loan.50
Menurut pengertian diatas, maka yang dimaksud dalam kriteria
pembiayaan bermasalah adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitur
termasuk dalam 4 kriteria yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit
kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.
2. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah
Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan
pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :
a. Faktor internal
Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan tersebut, dan
faktor utama yang paling domIna>n adalah faktor manajerial. Timbulnya
kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor
manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam
kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya
pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang
berlebihan pada aktiva tetap, pemodalan yang tidak cukup.51
1) Petugas
50 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank (Jakarta: Alfabeta, 2003), 263-264
51 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari’ah (Jakarta: Sinar Grafika,
cet. 1, 2012), 66.
 
































a) Rendahnya kemampuan SDM yang dimiliki dalam melakukan
analisi kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan nasabah.
b) Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem
pengawasan administrasi pembiayaan
c) Adanya kedekatan dari marketing kepada calon nasabah
d) Campur tangan yang berlebih dari pemegang saham bank dalam
keputusan penyaluran pembiayaan.
2) Sistem
a. Penyaluran yang kurang jelas untuk apa pembiayaan tersebut
b. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring
pembiayaan
c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha
tersebut
d. Manajemen atau kebijakan
e. Pengurus atau pejabat
b. Faktor Eksternal
Faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan,
seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi
perekonomian dan perdagangan, perubahan-peubahan teknologi dll.52
1) Aspek Internal Nasabah
a) Peminjam kurang cakap dalam menjalankan usaha tersebut
52 Ibid, 83-87.
 
































b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
c) Laporan keuangan tidak lengkap
d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
e) Perencanaan kurang matang
f) Karakter (watak) nasabah yang tidak mau bayar
2) Aspek ekternal
a) Aspek pasar kurang mendukung
b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
c) Kebijakan pemerintah
d) Bencana alam.
3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Penyelesaian pembiayaan bermasalah di suatu bank dapat dilakukan
dengan adanya langkah awal dalam mengatasi gejala pembiayaan yang
berpotensi bermasalah, bank harus segera melakukan upaya penangan
sebelum masalah tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak.
Secara umum proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam
lembaga keuangan syariah atau bank dapat dilakukan dengan cara:
a. Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran
pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran pembiayaan
b. Recounditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-
syarat pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembayaran angsuran,
jangka waktu dan margin
 
































c. Restrukturing, yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara
menambah modal nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah
membutuhkan tambahan dana atau usaha yang dibiayai masih layak
d. Kombinasi, merupakan dari ketiga jenis metode yang telah
digunakan diatas. Misalnya kombinasi antara restructuring dengan
reconditioning atau rescheduling dengan restrukturing
e. Penyitaan jaminan atau angunan yang merupakan jalan terakhir
apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau
sudah tidak mampu untuk membayar utang-utangnya.53
H. Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musya>rakah.
Ketentuan pembiayaan musya>rakah di tetapkan dengan nomor 08/DSN-
MUI /IV/2000 sebagai berikut:54
1. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh masing-masing pihak untuk
menunjukkan kejelasan tujuan mereka dalam melakukan kontrak (akad),
dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan
tujuan kontrak.
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat melakukan kontrak.
c. Akad dilakukan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
menggunakan komunikasi secara global.
53 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 131
54 Ghufron Ajib, Fiqh Muammalah II Kontemporer-Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet ke-
1, 2015), 177-181.
 
































2. Pihak yang berakad harus cakap hukum, dan harus memperhatikan hal-
hal berikut:
a. Kompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan.
b. Masing-masing mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan
masing-masing mitra harus melaksanakan kerja sebagai wakil.
c. Masing-masing mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset
musya>rakah dalam proses bisnis normal.
d. Masing-masing mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain
untuk mengelola aset yang telah diberi wewenang untuk melakukan
pembiyaan musya>rakah dengan memperhatikan kepentingan
mitranya.
e. Setiap mitra tidak diizinkan untuk menginvestasikan dana untuk
kepentingan sendiri.
3. Modal
a. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas atau yang
lainnya sama. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu
dinilai dengan tunai dan disepakati oleh masing-masing mitra.
b. Masing-masing pihak tidak boleh meminjam atau meminjamkan
modal musha>rakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
c. Pada prinsipnya, dalam melakukan pembiayaan musha>rakah tidak
ada jaminan untuk menghindari adanya penyimpangan.
 
































4. Biaya oprasional dibebankan pada modal bersama jika terjadi
perselisihan, maka penyelesaiannya diselesaikan dengan musyawarah,
namun jika tidak menemukan solusi maka diselesaikan melalui badan
arbitrase syariah.55
Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa “pembiayaan musha>rakah
adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu, dan masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana sesuai dengan ketentuan. Keuntungan dibagi secara
proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan risiko
ditanggung bersama secara proporsional.56
I. Berakhirnya Akad Musya>rakah
Transaksi pembiayaan musya>rakah akan berakhir apabila :
1. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak
lainnya. Karena transaksi musya>rakah merupakan transaksi yang terjadi
atas dasar saling sukarela dari para mitra yang tidak ada kewajiban
untuk dilaksanakan apbila salah satu pihak tidak ingin meneruskannya.
Hal ini menunjukkan kebolehan pencabutan kerelaan musya>rakah oleh
salah satu pihak.
2. Apabila salah salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk melakukan
tindakan hukum baik karena hilang akal sehat, maka kontrak akan
berakhir.
55 Vidia Gati, Akutansi Lembaga Keuangan Syariah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 97.
56 Maulana Hasanudin, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: Kencana, 2012), 82.
 
































3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila jumlah suatu pihak
musya>rakah lebih dua orang, maka perserikatan yang batal hanyalah
pihak yang masih hidup. Namun, apabila ahli waris dari pihak yang
meninggal dunia menghendaki turut serta dalam musya>rakah tersebut,
maka perlu dilakukan transaksi baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan baik karena boros yang
terjadi pada waktu transaksi syirkah sedang berlangsung maupun karena
sebab-sebab lainnya.
5. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak memiliki kewenangan
atas kepemilikan barang yang menjadi saham syirkah, pendapat ini
dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah dan Hanabillah. Sedangkan fuqaha
Hanafiyah menyatakan bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan
perjanjian syirkah yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
6. Modal para pihak syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama
syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta
sehingga masih dapat dipisah-pisahkan, maka yng menanggung resiko
adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila harta tersebut lenyap sesudah
terjadi percampuran sehingga tidak dapat dipilah-pilah lagi, maka
menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan
 
































menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, maka syirkah
masih dapat berlangsung dengan harta kekayaan yang masih tersisa.57
57 Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,
2014), 144.
 


































DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO
A. Gambaran umum tentang BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo
Pada awalnya, BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yaitu berasal dari musholla
yang didirikan pada tahun 1991. Selanjutnya 2 tahun kemudian pada tahun 1993
musholla An-Nur Rewwin telah diresmikan menjadi Masjid An-Nur.58
Sejak pertama terbentuknya BMT An-Nur Rewwin yaitu berawal dari
perbincangan ringan dari para jama’ah masjid An-Nur Rewwin. Hasil dari
perbincangan tersebut akhirnya terbentuk kesepakatan untuk mendirikan usaha
koperasi syariah yang bekerjasama dengan yayasan An-Nur Rewwin, dengan usaha
tersebut diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk
kebutuhan masjid. Dilanjutkan dengan Rapat Rencana Pendirian Koperasi Syariah
yang dilaksanakan di masjid An-Nur Rewwin Sidoarjo, pada hari selasa, tanggal
10 April 2007. Awalnya BMT ini berdiri dengan nama Koperasi Serba Usaha An-
Nur Rewwin yang kemudian diganti menjadi BMT An-Nur Rewwin setelah
mengikuti studi banding ke Tulungagung dan Malang.
Berdasarkan kesepakatan para jama’ah, untuk penghimpunan modal awal, para
jamaah sepakat dengan membuka saham yang pertama seharga Rp. 600.000,00
perlembar. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan penghimpunan dana mencapai
100.000,00. Setelah usaha dijalankan akhirnya modal usaha tersebut semakin
58 Nur Kholis, Wawancara, Sidoarjo, 25 Februari 2020.
 
































bertambah meskipun gedung yang digunakan oprasional masih menyewa dan
belum milik sendiri.
Dalam waktu 1 tahun setelah itu diadakan (RUPS) Rapat Umum Pemegang
Saham di rasa BMT An-Nur Rewwin membutuhkan aliran dana untuk
mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.
Akhinya diputuskan membuka saham kembali dengan harga Rp.300.000.00 per
lembar.
Dengan terjangkaunya harga penjualan saham terbesar saham tersebut
diharapkan akan banyak orang yang mampu dan ingin menginvestasikan dananya
ke BMT An-Nur Rewwin, Kemudian terkumpul dana sebesar Rp.100.000.000 dan
dengan dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya yang sampai
saat ini.59
1. Profil BMT An-Nur Rewwin:
a. Tanggal berdiri : 20 Mei 2007
b. Nomor HAM : AH4.2445.AH.01.02
c. Badan Hukum : 02/BH/403.62/IV/2007
d. Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 27, Rewwin, Waru, Sidoarjo
2. Visi dan Misi
a. Visi :
1) Mencerahkan dan menyejahterakan Ekonomi Masyarakat
59 Gunung Rijadi, Wawancara, Sidoarjo, 25 Februari 2020.
 
































2) Menjadikan keuangan lembaga mikro yang sehat, berkembang
dan terpercaya
3) Mampu melayani anggota dan masyarakat sekitar dengan penuh
keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan
b. Misi :
1) Mengembangkan BMT sebagai sarana gerakan pemberdayaan
dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat yang penuh
keselamatan, kedamain lainnya.
2) Membangun kepercayaan pada masyarakat lain yang
bekerjasama dengan BMT
3) Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah
potensial
4) Mengoptimalkan kinerja instansi.60
a) Dasar Hukum
Izin pendirian serta pelaksanaan kegiatan oprasional
berdasarkan akte perubahan Notaris: Wachid Hasyim, SH,
nomor 39 tahun 2007, Jalan Raya Rajawali Utara no.1
Rewwin, Waru, Sidoarjo.
b) Struktur Organisasi
60 Yudi Budiman, Wawancara, Sidoarjo, 25 Februari 2020
 
































Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
maka diperoleh perbaruan struktur organisasi periode 2019
adalah sebagai berikut:
1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) :
a) Ketua : Drs. H. Akhmad Mukarram, M.Hum
b) Anggota : Ir. H. M. Najikh
c) Anggota : Drs. H. Achmad Joedhono
2) Struktur kepengurusan BMT :
a) H. Gunung Rijadi sebagai direktur.
Bertugas memimpin, membina sekaligus
mengarahkan kagiatan yang dilakukan oleh staf-stafnya.
Mempunyai tugas dan wewenang atas segala keputusan
yang dilakukan oleh BMT.
b) H. Yudi Budiman sebagai wakil direktur
Bertugas mewakili direktur dan sekaligus menjadi
Account Officer (AO) yang bertugas mendata dan
menganalisis calon nasabah BMT yang akan melakukan
pembiayaan dan memutuskan layak ataupun tidaknya
calon nasabah
c) Dewi Ratnasari M. W., S.pd sebagai sekertaris
 
































Bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan
data nasabah yang melakukan transaksi dan melakukan
rekap tahunan
d) Drs. H. Bambang Waluyojati sebagai bendahara
Bertugas semua transaksi pengeluaran serta
pemasukan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yang
ditunjukkan dengan adanya neraca, buku kas, serta
laporan laba rugi
e) Nur Kholis sebagai admin
Bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan
administrasi dan sebagai administrator guna
merealisasikan pembiayaan dan penerima pembayaran
dari nasabah. Serta membuat pembukuan harian yang
nanti disetor kepada bendahara
f) Mustakim sebagai Cleaning Service
Bertugas membersihkan seluruh Kantor BMT An-Nur
Rewwin Sidoarjo.61
61 Yudi Budiman, Wawancara, Sidoarjo, 25 Februari 2020.
 
































B. Produk- produk di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo
Di awal pembentukan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo tersebut hanya
memiliki dua produk yaitu simpanan dan jasa, selanjutnya berkembang dengan
beberapa produk diantaranya yaitu:
1. Produk-produk simpanan
a. Simpanan Muraba<hah
Yaitu simpanan yang pengambilan dan penyetorannya dapat
dilakukan sewaktu-waktu, dan akan memperoleh bagi hasil yang
menarik. Ketentuannya sebagai berikut :
1) Membawa foto copy KTP/SIM
2) Mengisi formulir permohonan simpanan
3) Minimal simpanan pertama sebesar Rp. 50.000,00
4) Setoran selanjutnya sebesar Rp. 10.000,00
5) Simpanan mud}a>rabah dapat digunakan sebagai jaminan
pembiayaan
b. Simpanan Qurban dan Aqiqah
Yaitu simpanan yang bertujuan untuk pembelian hewan
qurbandan aqiqah dan hanya dapat diambil menjelang Hari Raya
Idul Adha atau hajat Aqiqah. Ketentuanya sebagai berikut :
1) Membawa foto copy KTP/SIM
2) Mengisi formulir permohonan simpanan
 
































3) Besarnya setoran adalah tetap (menyesuaikan dengan harga
hewan)
4) Setoran simpanan pertama sebesar Rp. 100.000,00
5) Setoran selanjutnya perminggu sebesar Rp. 25.000,00 dan
perbulannya sebesar Rp. 100.000,00
c. Simpanan Pendidikan
1) Simpanan ini bertujuan untuk biaya pendidikan anak mulai
dari TK hingga ke Perguruan Tinggi, yang berupa gedung,
SPP dan berupa pembelian peralatan sekolah dll.
2) Simpanan ini bisa juga sebagai simpanan harian/mingguan
atau juga bulanan dari siswa, yang bisa di koordinir dari
pihak sekolah maupun individu.62
2. Produk-produk Pembiayaan An-Nur
a. Pembiayaan Musya>rakah
1) Pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan
antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk
menjalankam suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak
memberikan kontribusi modal atau dana dengan ketentuan
bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama
sesuai kesepakatan
62 Dewi Ratnasari, Wawancara, Sidoarjo, 25 Februari 2020.
 
































2) Dalam pembiayaan ini nasabah dan pihak BMT An-Nur
Rewwin Sidoarjo sepakat untuk berbagi hasil atas usaha
tersebut
b. Pembiayaan muraba<hah
1) Pembiayaan dengan sistem jual beli dalam bentuk
penyediaan dalam objek atau barang halal apa saja
berdasarkan pesanan nasabah yang kemudian akan dijual
kepada nasabah dengan harga beli ditambah dengan biaya
ujrah atau upah
2) Pembiayaan ini menggunakan akad muraba<hah bil wakalah
yaitu pembelian yang diwakilkan kepada nasabah
3) Pembayaran dapat dilakukan sekaligus sesuai pada jatuh
tempo yang disepakati atau diangsur sesuai jangka waktu
yang telah disepakati
c. Pembiayaan Qard Al-Hasan
Qard Al-Hasan ialah pembiayaan yang diberikanatas dasar
kewajiban sosial semata, yaitu dimana nasabahnya hanya dituntu
mengembalikan pokok pembiayaan dan ditambah infak untuk
masjid An-Nur Rewwin.
d. Gadai Syariah (Ar-Rahn)
1) Pembiayaan dengan perjanjian menyerahkan barang atau
harta nasabah sebagai jaminan
 
































2) Dalam pembiayaan ini nasabah akan dibebani untuk
memberikan biaya penyimpanan atau penitipan barang
berharga
C. Prosedur Pembiayaan Musya>rakah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo
Pembiayaan musya>rakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang
dapat dilihat dari karakter loyalitas anggota. Pembiayaan ini disalurkan untuk
suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan,
sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana yang diperkenankan.63
Dalam pembiayaan musya>rakah, BMT bisa bertindak sebagai mitra aktif
maupun mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musya>rakah,
baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musya>rakah.
berikut juga harus dipenuhi dalam pembiayaan musha>rakah, diantaranya
sebagai berikut:
1. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah
2. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang likuid (dapat
segera dicairkan) dan economic value (mempunyai nilai ekonomis).
63 Yudi Budiman, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2020.
 
































3. Perserikatan ini merupakan kerjasama yang bisa diwakilkan. Artinya
salah satu pihak dengan izin pihak lainnya, dapat melakukan tindakan
terhadap objek perserikatan sebagai wakil pihak yang berserikat.64
4. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat
dijelaskan dalam akad
5. Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari hasil
lain.
Dan juga tidak kalah pentingnya yaitu sebagai upaya preventif terhadap hal-
hal yang tidak diinginkan ke depannya. Salah satunya adalah pembiayaan
bermasalah. Karena diperlukan langkah-langkah preventif sedini mungkin
untuk mengantisipasi kemungkinanterjadinya pembiayaan bermasalah.
Seluruh rangkaian proses di atas haruslah dilakukan dengan penuh ketelitian
dan subyektif mungkin. Sebab pada titik inilah awal mula penentu penyaluran
pembiayaan yang bergantung lancar atau tidaknya, tepat atau tidaknya suatu
pembayaran tersebut. Ini dapat dilihat dari kedisiplinan dalam melakukan
tahapan diatas terus dijaga.
D. Penanganan Pembiayaan musya>rakah bermasalah di BMT An-Nur Rewwin
Pembiayaan musya>rakah adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama dalam
perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan.
Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek atau usaha
yang layak sesuai prinsip syariah.
64 Gunung Rijadi, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2020
 
































Sesuai wawancara dengan direktur BMT An-Nur Rewwin, pembiayaan
musya>rakah sangat diminati oleh nasabah karena digunakan untuk modal usaha.
Kemudian, Pak Yudi Budiman selaku wakil direktur BMT An-Nur Rewwin
menambahkan: Mengapa nasabah memilih pembiayaan musya>rakah, karena
digunakan untuk modal usaha. Pembiayaan musha>rakah memang perlu dalam
membantu nasabah yang ingin melakukan wirausaha. Namun, tidak mempunyai
modal yang cukup maka pembiayaan musya>rakah sebagai solusi untuk
melakukan suatu usaha. Pembiayaan musya>rakah di BMT An-Nur Rewwin
termasuk pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. karena untuk
suatu modal usaha seperti, pedagang keliling, toko kelontong, warung kopi,
pengerajin-pengerajin sandal sepatu dll. Dan presentase yang diambil oleh
pihak BMT An-Nur Rewwin 60% untuk nasabah sendiri 40% dari
keuntungan.65
Permasalahan yang sering terjadi dalam pembiayaan musya>rakah pada
BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo disebabkan baik oleh pihak lembaga sendiri
maupun anggota.
Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak BMT adalah:
1. Keteledoran pemberlakuan kebijaksanaan peraturan kewenangan
pemberian pembiayaan yang telah di tetapkan
65 Gunung Rijadi,Wawancara, Sidoarjo, 27 Februari 2020
 
































2. Terlalu mudah memberikan pembiayaan yang disebabkan karena
adanya kedekatan antara anggota BMT dengan calon nasabah
sehingga melanggar standar kelayakan permohonan pembiayaan
yang diajukan
3. Tidak adanya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para staf
bagian pembiayaan
Sedangkan faktor-faktor penyebab pembiayaan musya>rakah bermasalah
yang disebabkan oleh nasabah BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo, antara lain:66
1. Watak dan karakter nasabah yang dari awal tidak ada itikad baik
2. Kesulitan dalam keuangan dalam arti nasabah dalam keadaan benar-
benar tidak mampu atau usahanya sedang menurun
Berdasarkan hasil penelitian, selama 3 tahun terakhir ini BMT An-Nur
Rewwin sudah menyalurkan pembiayaan, dapat dilihat pada tabel berikut:
Jumlah Nilai Plafond Pencairan Pembiayaan musya>rakah pada BMT An-
Nur Rewwin Sidoarjo
Tabel 1.1
NO TAHUN Plafond Realisasi
1 2017 Rp. 817.019.774.00
2 2018 Rp. 650.518.774.00
66Dewi Ratnasari, Wawancara, Sidoarjo 27 Februari 2020
 
































3 2019 Rp. 795.837.244.00
Berdasarkan Tabel 1.1, pencairan pembiayaan musya>rakah mengalami
penurunan.
Pembiayaan musya>rakah bermasalah dapat dilihat dari klasifikasi
pembiayaan, berdasarkan klasifikasi dibagi menjadi.67
1. Lancar, yaitu pembiayaan yang perjalanannya lancar atau memuaskan,
artinya segala kewajiban (angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah
secara baik)
2. Dalam perhatian khusus, yaitu kredit atau pembiayaan yang selama 1-2
bulan mutasinya mulai tidak lancar, nasabah mulai nunggak
3. Kurang lancar, yaitu pembiayaan yang selama 3 bulan mutasinya tidak
lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik dan usaha-usaha
apprach telah telah dilakukan tetapi hasilnya tetap tidak baik
4. Diragukan, yaitu pembiayaan yang tidak lancar dan belum dapat juga
diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan
5. Macet, yaitu pembiayaan yang sudah 6 bulan tidak adanya pembayaran
angsuran.
Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan,
terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan musya>rakah bermasalah
67 Erina,Wawancara, 23 Februari 2020.
 
































pada BMT An-Nur Rewwin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut:
Jumlah Nasabah Pembiayaan musya>rakah yang bermasalah pada BMT An-Nur
Rewwin Sidoarjo
Tabel 1.2
NO KLASIFIKASI PEMBIAYAAN JUMLAH
1 Lancar 300
2 Dalam Perhatian Khusus 15
3 Kurang Lancar 10
4 Diragukan 5
5 Macet 5
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, nasabah yang
mengalami pembiayaan bermasalah yaitu:
1. Subjek I.68
Nama : Samsuri
Alamat : Jalan Brigjen Katamso, no.34 Waru Sidoarjo
Pekerjaan : Pengrajin sandal dan sepatu
Lamanya pembiayaan : Kurang lebih 1 tahun.
Dana pembiayaan : Rp.5.000.000,-
68 Samsuri, Wawancara, 22 Februari 2020.
 
































Laba/ Keuntungan : Rp.5.000.000,- x 35% = Rp.1.750.000,-
Nisbah bagi hasil keuntungan BMT 40% : Nasabah 60%
Penyebab pembiayaan bermasalah pada saudara Samsuri, yaitu dikarenakan
pada saat itu kondisi pasar sedang kurang baik. Pesanan sepatu maupun
sandal mengalami penurunan. Alasannya, produknya kalah bersaing dengan
produk impor yang sekarang lebih diminati oleh pembeli. Karena kualitas
sepatu mupun sandal China lebih bagus dan lebih murah.
2. Subjek II.69
Nama : Erina Suhartini
Alamat : Kedung Boto, Rt.17/Rw.03 Taman, Sepanjang
Sidoarjo
Pekerjaan : Pedagang Sembako
Lamanya pembiayaan : 2 tahun
Dana pembiayaan : Rp.7.000.000,-
Laba/ Keuntungan : Rp.7.000.000,- x 30% = Rp.2.100.000,-
Nisbah bagi hasil keuntungan BMT 40% : Nasabah 60%
Penyebab Ibu Erina mengalami pembiayaan bermasalah ini dikarenakan
uang pembiayaan modal usaha tersebut digunakan hanya setengah untuk
usaha, dan setengahnya lagi digunakan untuk menutup hutang di tempat
lain. Jadi tidak sepenuhnya untuk modal usaha.
69 Erina, Wawancara, 23 Februari 2020.
 


































Alamat : Jalan Brigjen Katamso, no.266 Waru Sidoarjo
Pekerjaan : Warung Klontong
Lamanya pembiayaan : 2 tahun
Dana pembiayaan : Rp.5.000.000,-
Laba/ Keuntungan : Rp.5.000.000,- x 30% = Rp.1.750.000,-
Nisbah bagi hasil keuntungan BMT 40% : Nasabah 60%
Penyebab pembiayaan bermasalah pada Ibu Zubaidah yaitu, pendapatan
yang diperoleh setiap harinya tidak menentu, kadang ada pembeli kadang
juga sepi, dikarenakan faktor lokasi tersebut letaknya didalam rumah jadi
banyak yang tidak tahu.
4. Subjek IV.71
Nama : Ozi Setiabudi
Alamat : Jl.Cendrawasih, No.25 Rewwin, Waru, Sidoarjo
Pekerjaan : Penjahit
Lamanya Pembiayaan : 1 tahun
Dana pembiayaan : Rp.4.000.000,-
Laba/ Keuntungan : Rp.4.000.000,- x 30% = Rp. 1.200.000,-
Nisbah bagi hasil keuntungan BMT 40% : Nasabah 60%
70 Zubaidah, Wawancara, 22 Februari, 2020.
71 Ozi, Wawancara, 23 Februari 2020
 
































Penyebab saudara Ozi Setiabudi mengalami pembiayaan bermsalah
yaitu, karena hanya pada bulan-bulan tertentu pendapatan yang dihasilkan
tinggi, misalnya waktu menjelang idul fitri atau ajaran baru sekolah
dikarnakan banyak pesanan jahitan baju, kalau hari normal ya sedikit
penghasilannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Gunung, selaku direktur BMT
An-Nur Rewwin, menjelaskan sebagai berikut: Dalam pengawasan
pembiayaan musya>rakah di BMT An-Nur Rewwin, untuk sebuah usaha
bersama dilakukan setiap satu bulan sekali, pihak nasabah harus melakukan
pembayaran cicilan beserta bagi hasil yang telah disepakati bersama. Dan
bagaimana solusi nasabah apabila mengalami pembiayaan bermasalah atau
kerugian dalam usaha yang dijalankannya ?
Dalam solusi nasabah yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati di
awal akad, seperti nunggak dalam angsuran, yang seharusnya dibayar
dengan sesuai waktu yang disepakati. Namun terjadi kemacetan di tengah-
tengah pembiayaan, maupun unsur di segaja atau tidak sengaja. Dalam hal
ini pihak BMT memberikan peringatan melalui telpon, mendatangi
rumahnya untuk melakukan pendekatan personalty.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang Waluyojati sebagai
bendahara, bahwa saat terjadi pembiayaan bermasalah pada pihak nasabah
pihak BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo tidak menanggung kerugian tersebut.
Karena pembiayaan bermasalah tersebut termasuk dalam manajemen resiko,
 
































namun pihak BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo membantu nasabah dengan
cara merubah pola pembiayaan untuk meringankan angsuran pembayaran
anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar:
Perubahan pola pembiayaan tersebut meliputi:
a. Reshceduling (penjadwalan kembali atau periktan ulang), yaitu
dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian
atau akad pembiayaan yang berkenan dengan jadwal pembayaran
kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk juga tenggang dan
juga perubahan jumlah angsuran.
b. Restrukturisasi pembiaayaan yaitu perbaikan yang dilakukan pihak
BMT An-Nur Rewwin terhdap anggota yang benar-benar terbukti
mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang
dilakukan antara lain melalui:
1. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
2. Kebijakan pengurangan tunggakan bagi hasil
3. Konversi pembiayaan terhadap simpanan anggota BMT An-Nur
Rewwin Sidoarjo.
 

































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO
A. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT An-Nur Rewwin
Sidoarjo
Pihak BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo juga kurang profesional dalam
memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak melengkapi persyaratan
yang telah ditetapkan BMT itu sendiri. Dalam hal ini Account Officer kerap
mementingkan target nasabah untuk melakukan pembiayaan, seperti
seharusnya dalam pembiayaan harus ada jaminan, ternyata nasabah tersebut
melakukan pembiayaan namun tidak ada jaminan, atas dasar kepercayaan
dengan pihak anggota BMT. Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan
tersebut, menjadi salah satu faktor internal yang oleh pihak BTM An-Nur
Rewwin Sidoarjo.
Pihak BMT An-Nur Rewwin juga menghadapi nasabah yang mempunyai
itikad kurang baik, yang tidak menghiraukan perjanjian. Nasabah mampu
membayar namun tidak mau membayar. Kondisi nasabah memiliki harta atau
kondisi keuangan nasabah sedang baik. Namun nasabah tidak mau memenuhi
kewajiban prestasinya karena tidak memiliki i’tikad baik untuk membayarkan
kewajibannya dengan berbagai alasan.
 
































Dari faktor penyebab di atas, BMT An-Nur Rewwin seharusnya melakukan
upaya-upaya preventif dengan melakukan analisis untuk setiap faktor-faktor
penyebab pembiayaan bermasalah diatas, agar kemungkinan terjadinya
pembiayaan bermasalah kedepannya dapat diperkecil. Akan tetapi, sejauh ini
upaya BTM An-Nur Rewwin dalam mengantisipasi penyebab pembiayaan
bermasalah sudah cukup baik. Hal ini merupakan usaha ketat menyalurkan
pembiayaan musha>rakah. Operasional dan pengelolaan di BMT yang sudah
berjalan cukup baik. Serta pihak nasabah sudah memiki kesadaran yang tinggi
dalam mengembalikan dana yang dipinjamnya. Pada waktu nasabah tidak
mengangsur 1 kali, pihak BMT langsung bereaksi melakukan tindakan dengan
menghubungi nasabah melalui telepon. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan
agar nasabah secara moral memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab yang
ada padanya, serta agar silaturahmi dan komunikasi antara kedua belah pihak
BMT dan nasabah terjalin dengan baik.
Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT An-
Nur Rewwin menggunakan beberapa cara, diantanya :
1. Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran
pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran pembiayaan.
2. Recounditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat
pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembayaran angsuran, jangka
waktu dan margin.
 
































3. Restructuring, yaitu tindakan pihak BMT kepada nasabah dengan cara
menambah modal nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah
membutuhkan tambahan dana atau usaha yang dibiayai masih layak.
4. Penyitaan jaminan atau anggunan yang merupakan jalan terakhir apabila
nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak
mampu untuk membayar utang-utangnya.72
Di lembaga keuangan syariah BMT An-Nur Rewwin menggunakan akad
pembiayaan musya>rakah untuk bekerjasama antara pihak satu dengan pihak
yang lain. Dalam hal ini pembayaran pembiayaanya menggunakan sistem
angsuran yang sesuai dengan keinginan nasabah dan angsuranya disampaikan
sejak awal perjanjian serta telah disepakati bersama.
Kemudian dalam sebuah mitra harus memberikan kontribusi dalam
pekerjaanya dan juga bersedia ikut serta menjalakan usaha bersama sehingga
seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan oleh mitra
pihak lainnya. Apabila mendapat keuntungan harus dibagi kepada mitra sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati, apabila usaha itu mengalami kerugian
maka harus ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing.
Penanganan terhadap adanya pembiayaan musya>rakah bermasalah pada
BMT An-Nur Rewwin menggunakan strategi-strategi yang sebisa mungkin
mengutamakan penyelamatan pembiayaan. Menurut Bapak Gunung Rijadi
72 Gunung Rijadi, Wawancara, Sidoarjo, 27 Februari 2020.
 
































selaku Manager BMT An-Nur Rewwin, beliau mengutarakan bahwa dalam
menghadapi nasabah pembiayaan bermasalah penggunaan azas kekeluargaan
harus di kedepankan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, karena sebagai
lembaga koperasi yang berbasis syari’ah maka harus mangedepankan prinsip
yang humanis.
Hal ini sesuai dengan cita-cita serta visi-misi awal didirikannya BMT An-
Nur Rewwin yang mana bertujuan untuk meningkatkan dan ikut berpartisipasi
dalam pembangunan ekonomi mikro dan menengah dalam lingkup masyarakat.
Serta mensosialisasikan ekonomi syari’ah kepada pelaku ekonomi menengah ke
bawah.
B. Analisis Pembiayaan Bermasalah Prespektif Hukum Islam (Studi BMT An-
Nur Rewwin)
Dalam pembiayaan musyarakah terdapat syarat dan rukun yang harus
dipenuhi, jika syarat dan rukun dapat terpenuhi dalam pembiayaan musyarakah
maka pembiayaan tersebut sah, namun apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi
maka pembiayaan musyarakah tidak sah.
Dalam praktik pembiayaan musyarakah pada BMT An-Nur Rewwin
Sidoarjo dilihat dari segi rukun dan syarat pembiayaan musyrakah adalah
sebagai berikut:
1. Ijab qabul (Sighat)
 
































Dalam praktik pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin
Sidoarjo ijab qabulnya sudah terpenuhi dengan memperhatikan
penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad,
penerimaan penawaran dilakukan saat kontrak, akad dituangkan
secara tertulis.
2. Pihak yang berserikat
Dalam praktik pembiayaan musyarakah di BMT An-nur Rewwin
Sidoarjo pihak yang berserikat sudah sesuai dan para pihak harus
kompeten, menyediakan usaha sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/
proyek usaha, memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang
dibayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk
mengelolanya, tidak diizinkan untuk menggunakan dana untuk
kepentingan sendiri.
3. Objek Aqad
Pada praktik pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin
Sidoarjo objek aqad sudah terpenuhi tepatnya pada hal modal, akan
tetapi pada bagian kerja dan keuntungan atau kerugian belum
terpenuhi.
Pada bagian partisipasi kerja harusnya dilakukan bersama-sama
namun, di BMT An-Nur Rewwin pertispasi kerja hanya dilakukan
oleh nasabah.
 
































Dalam praktik BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo, kerugian yang
harusnya ditanggung masing-masing mitra berdasarkan porsi modal
yang diserahkan, akan tetapi dalam praktiknya kerugian hanya
ditanggung pihak nasabah.
Dalam pandangan Ekonomi Syariah penyelesaian pembiayaan bermasalah
dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-
prinsip Syariah, sebagai berikut:
1. Al-Sulh (Secara Damai), jika terjadi perselisihan diantara kedua belah
pihak maka harus ada penyelesian masalah yang harus diambil yaitu,
secara damai (al-sulh), ialah akad dimana yang berselisih
bermusyawarah bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi
dengan menggunakan jalan damai, tanpa merugikan pihak lain. Sama
halnya dengan yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin dalam
menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan tahap-tahap sebagai
berikut:
a. Penagihan secara intensif, yaitu melakukan komunikasi kepada
nasabah secara intens yaitu melakukan penagihan kepada yang
bersangkutan diawali dengan menghubungi by telepon untuk
mengingatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo.
Penagihan intensif dilakukan oleh Remedial Officer yang
sebelumnya AO memantau angsuran nasabahnya di saldo rekening
nasabah. Kemudian jika nasabah belum juga melakukan
 
































angsurannya 1-7 hari maka bank akan melakukan kunjungan ke
lokasi nasabah.
b. Pemberian surat peringatan atau teguran, Remedial Officer akan
menegur nasabah agar segera melakukan pembayaran angsurannya,
hal ini dilakukan setelah jatuh tempo 15 hari. jika dalam waktu 20
hari nasabah tidak membayar maka Remedial Officer akan
memberikan SP 1 yang ditandatangani oleh direksi kemudian jika
nasabah masih belum membayar selama 25 hari maka akan
diberikan SP II dan jika lebih dari 25 hari sampai dengan 1 bulan
maka akan diberikan SP III.
c. Pejadwalan kembali (rescheduling) berdasarkan Fatwa DSN No.
48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali. Bahwa LKS
boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan musha>rakah bagi
nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan
sesuai waktu yang disepakati dikarenakan usaha nasabah dalam
keadaan tidak baik tetapi nasabah masih mempunyai itikad untuk
meminta keringanan dalam pembayaran angsurannya. Pihak BMT
memberikan keringanan berupa tambahan atau kelonggaran waktu
kepada nasabah untuk pembayaran angsuran yang sudah jatuh
tempo tidak dengan merubah harga jual.
d. Persyaratan kembali (reconditioning) berdasarkan Fatwa DSN
No.46/DSN-MUI/II/2005 Tentang potongan tagihan atau
 
































persyaratan kembali (reconditioning). Bahwa LKS boleh
memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada
nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya
dengan tepat waktu dan nasabah mengalami penurunan
kemampuan pembayaran. Seperti yang dilakukan oleh BMT,
melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah
sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak ada
terbatas hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu,
pemberian potongan dan persyaratan lainnya sepanjang tidak
menyangkut perubahan maksimum pembiyaan. Persyaratan
kembali yang dilakukan pihak Bank sesuai dengan prinsip syariah.
e. Penataan kembali (restructuring) berdasarkan Fatwa DSN No.
49/DSNMUI/II/2005 Tentang konversi akad, akad disebut juga
dengan penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan
persyaratan pembiayaan. BMT dalam penataan kembali
(restructuring) dengan melakukan penambahan dana fasilitas
pembiayaan, konversi akad pembiayaan dan konversi pembiayaan
menjadi penyertaan modal sementara.
2. at-Tahkim, jika dengan cara damai (al-sulh) tidak mencapai kesepakatan
maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase (at-tahkim) yaitu
mengangkat seseorang sebagai penengah/mediasi yang ditunjuk oleh
kedua belah pihak yang berselisih, guna menyelesaikan perselisihan
 
































kedua belah pihak yang berselisih secara damai, orang yang
menyelesaikan masalah tersebut adalah hakam. Akan tetapi,
penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah
nasional tidak pernah dilakukan oleh BMT An-Nur Rewin maupun di
pengadilan agama.
BMT melakukan pendekatan kekeluargaan kepada nasabah
pembiayaan musha>rakah bermasalah untuk sama-sama mencari solusi
permasalahan yang terjadi. BMT melakukan penanganan pembiayaan
musha>rakah bermasalah dengan rescheduling (penjadwalan ulang).
Prakteknya BMT telah mengupayakan semaksimal mungkin
penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah dilakukan dengan strategi
penanganan yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Dan bahkan
dalam Rapat Akhir Tahunan yang dilakukan BMT sebagaimana
disampaikan oleh Dewi Ratnasari selaku Sekretaris sekaligus pengelola,
bahwa dalam RAT pernah menyinggung penyelesaian pembiayaan
bermasalah dengan upaya menerapkan prinsip syariah yaitu dihapuskan
dan/atau diinfakkan sebagian atau semua pembiayaan. Adapun Firman
Allah :
QS Al-Baqarah (2): ayat 280
  䁞   䁞  䁓櫕  Ƕ É  䁓È     ⺂
 ꫸  Ƕ   Ǉ     䁓   ⺂
 䁞 É Éƾ È 櫕        ꫸  ̈
   ǂ       䀷 ⺂  ̈
   耀 È 䁓É  ̈
    ǂ Ȉ             ⺂  
Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam
kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 280)
 
































Sebagaimana kaidah    㹤 ض  ම    㹤 ض    “perbuatan merugikan tidak
dihilangkan dengan perbuatan merugikan pula” (HR Ibnu Majah)
Sebagai contoh: 124 Orang yang berutang tidak dituntut melunasi
utangnya jika dalam kesulitan ekonomi. Justru wajiblah diberi
kelonggaran waktu hingga ekonominya lapang.
Allah SWT berfirman:
 Å  ǂ       ǂ Ȉ  ƾ  䁓   É             
 ꫸   l  h      Éම ⺂  Åǂ 䌀 䁓   É      r䁞    
 ම
“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan
sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Ath-Thalaq :
7)
 



































Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktik penanganan pembiayaan musya>rakah bermasalah di BMT An-Nur
Rewwin Sidoarjo yaitu, memberikan peringatan secara lisan, memberikan
surat peringatan, melakukan upaya penjadwalan kembali (rescheduling),
persayaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring).
2. Menurut hukum Islam praktik penanganan pembiayaan musya>rakah
bermasalah pada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo belum memenuhi prinsip
syariah dan tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat musya>rakah, maka
penanganan pembiayaan musya>rakah bermasalah ini hukumnya tidak sah.
B. Saran
Sejalan dengan kesimpulan penelitian ini penulis memandang perlu
menyampaikan saran sebagai bertikut:
1. Kepada BMT An-Nur Rewwin hendaknya lebih konsisten dalam
menerapkan akad Musyarakah sebagai akad yang bersubstansikan kerjasama
penyertaan modal dengan prinsip “untung dibagi bersama dan rugi dipikul
bersama”. Karena itu nasabah pembiayaan yang usahanya mengalami
kerugian mesti dikenali dulu penyebabnya sehingga dapat dipilah mana
nasabah yang wajib mengembalikan modal dan mana yang tidak wajib
 
































mengembalikan modal dalam arti BMT An-Nur ikut menanggung kerugian
usaha yang rugi tersebut.
2. Kepada nasabah BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo hendaknya memahami
bahwa pembiayaan dengan skema akad musyarakah itu bukan akad hutang
(qardh), tetapi akad kerjasama penyertaan modal. Karena itu modal
penyertaan dari BMT harus digunakan sesuai peruntukan yang disepakati
dalam akad, usaha harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan amanah,
dan untung-rugi harus dicatat dengan cermat. Dengan begitu prinsip
“untung/rugi sama-sama” yang digariskan syariat dapat diterapkan dengan
semestinya.
 

































Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademia Pressindo.
1992
Ajib, Ghufron. Fiqh Muammalah II Kontemporer-Indonesia. Semarang: CV. Karya
Abadi Jaya. 2015.
Al-Hadi, Abu Azam. Fiqh Muammalah Kontemporer. Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press. 2014.
Ariyani, Evi. Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013.
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Press. 2001.
Azwar, Saifudin. Metodeologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
Budiman, Yudi. Wawancara. Sidoarjo. 2020.
Bungin, M. Burhan. Metodeologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana.
2013.
Djamil, Faturrahman. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.
Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Erina. 2020. Wawancara.
Fatmah. Kontrak Bisnis Syariah. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
Gati, Vidia. Akutansi Lembaga Keuangan Syariah. Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press. 2014.
Gufron, Muhammad. Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.
Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
Hasanudin, Maulana. Perkembangan Akad musya>rakah. Jakarta: Kencana. 2012.
Ismail. Manajemen Perbankan. Jakarta: Kencana. 2011.
Jazil, Saiful. Fiqh Muammalah. Surabaya. UINSA Press. 2014.
Junaidy Basith, Abdul. Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. Surabaya: UIN
Sunan Ampel Press. 2014.
Kamsir. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
 
































Karim, A. Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada. 2014.
Kasmir. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
Kholis, Nur. Wawancara. Sidoarjo. 2020.
Machmud, Amir. Ekonomi Islam Untuk Dunia Lebih Baik. Jakarta: Salemba
Empat. 2017.
Mardani, Hukum Bisnis Syari’ah, Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Sunan Ampel Press. 2014.
Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP
YKPN. 2005.
Munawwir, Achmad. Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab. Surabaya: Pustaka
Progresif. 2007.
Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muammalat. Jakarta: Amzah. 2012.
Naf’an. Pembiayaan musya>rakah dan Mud}a>rabah. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
Ozi. Wawancara. 2020.
Prastowo, Andi. Metodeologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
2014.
Ratnasari, Dewi. Wawancara. Sidoarjo. 2020.
Rijadi, Gunung.. Wawancara. Sidoarjo. 2020.
Sabiiq, Al-Sayyid. Fiqh Al-Sunnah. Beirut: Dar Al-Fikr. 1983.
Samsuri. Wawancara. 2020.
Sjadeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek
hukumnya. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah. Jakarta: Prenadamedia
Group. 2009.
Subandi, Bambang. Studi Hukum Islam. IAIN Sunan Ampel Press. 2012.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muammalah. Jakarta: Rajawali Pres.
 
































Sutarno. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Jakarta: Alfabeta. 2003.
Syafi’I, Antonio. Bank Islam Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2009.
Waluyo. Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
Yazid, Muhammad. Hukum Ekonomi Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
2014.
Zubaidah. Wawancara. 2020.
Zulkhaili, Wahbah Zulkhaili. Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodya al-Mu’asirah.
Damshik: Dar al-Fikr. 2010.
